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ABSTRAKSI 
 
Muhammad Rabbani, Nim E11109259, dengan judul “Fenomena 
Golongan Putih di Kota Makassar pada Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013” di bawah 
bimbingan Dr.Muhammad Saad ,MA sebagai pembimbing I, dan 
Ariana Yunus ,S.IP.,M.Si sebagai pembimbing II 
 Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan menganalisis  
Fenomena golongan putih di kota Makassar pada Pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013 . 
Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam 
pelaksanaan pemilu masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan 
hak pilihnya (golput) pada saat pemilihan khususnya masyarakat di Kota 
Makassar. Dengan melihat keadaan ini, maka penelitian ini ingin mencoba 
meneliti bagaimana keberadaan golput yang ada di kota Makassar serta 
faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi munculnya Golput di Kota 
makassar dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
provinsi Sulawesi selatan 2013.  
 Teori yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan tersebut 
adalah Teori Perilaku Pemilih, Faktor Yang Mempengaruhi tidak Memilih ( 
Golput) , dan Konsep Golongan Putih. Adapun metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan Informan  
masyarakat di Kecamatan Tamalanrea.  
Faktor latarbelakang social ekonomi seperti pendidikan, pekerjaan 
dan keadaan ekonomi sangat memberikan pengaruh kepada masyarakat 
di Kecamatan Tamalanrea dalam hal tidak ikut memilih (golput) pada saat 
pemilihan. Faktor psikologis dan pilihan rasional juga turut mempengaruhi 
mereka untuk tidak ikut serta dalam pemilihan. Dalam hal ini masyarakat 
masih kurang percaya terhadap calon kepala daerah atau wakil calon 
kepala daerah, karena masyarakat menganggap janji-janji pada saat 
kampanye tidak terealisasi apabila kekuasaan sudah dimiliki mereka dan 
kebijakan yang diberikan jauh dari kata memuaskan. Hali inilah yang 
membuat masyarakat tidak ikut memilih (golput) pada saat pemilihan 
berlangsung. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pemilu 
kepala daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih 
atau golput. Entah kenapa golongan yang satu ini selalu menjadi sosok 
yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Disebut mengkhawatirkan 
karena golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pesta demokrasi 
yang sudah ada sejak dulu di negeri ini, dan jumlahnya cukup banyak 
bahkan menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam 
suatu pemilu atau pilkada.  
Angka golongan putih (golput) atau voter’s turn out (VTO) apalagi 
jika  melebihi dari jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit 
untuk mengatakan bahwa kemenangan calon / kandidat adalah sudah 
merepresentatifkan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi 
efek turunannya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan 
maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang.  
Data yang telah dihimpun dari KPU kota Makassar pada pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi Selatan. Dari jumlah 
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Makassar1 adalah sebesar 1.046.731 
orang dan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 625.847 orang 
                                                          
1
http://makassar.tribunnews.com/2013/01/29/413.006 - warga - makassar – golput – saat – pilgub -
sulsel diakses pada 13 Mei 2013). 
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berarti ada sebanyak 420.884 orang yang tidak menggunakan hak 
pilihnya hal ini juga berarti tingkat partisipasi pemilih Kota Makassar pada 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi Selatan 2013 
hanya 60,21%. Sementara data pada pemilihan kepala daerah provinsi 
Sulawesi selatan 2007 kemarin menunjukkan dari jumlah DPT yang 
sebesar 927.533 Daftar Pemilih Tetap (DPT)2, maka yang menggunakan 
hak pilihnya sebesar 503.067 orang dan yang tidak menggunakan hak 
pilihnya sebesar 424.466 orang atau sebesar 45,76%. 
 Penjelasan di atas terlihat bahwa angka golput di Kota Makassar 
berada pada kisaran 40%, hal ini cukup tinggi karena selisih perolehan 
suara antara kandidat yang memperoleh suara terbanyak (29,84%) 
terhadap kandidat yang memperoleh suara paling sedikit (2,77%) hanya 
terpaut 27,07%.  
 Apabila sebagian besar golput yang berjumlah 40,21%  
memberikan suaranya kepada kandidat yang perolehan suaranya paling 
sedikit, maka jalan ceritanya akan menjadi lain. Besarnya angka golput 
inilah dan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya yang menurut penulis 
sangat menarik untuk diteliti. 
 Angka golput yang tinggi berarti sulit mendapat dukungan dari 
masyarakat secara maksimal bagi pemerintah, lebih jauh lagi dapat 
mengarah kepada hilangnya legitimasi kepemimpinan. Kondisi seperti ini 
                                                          
2
 http://rakyatsulsel.com/jelang-pencoblosan-waspadai-ajakan-golput.html (diakses pada 13 Mei 
2013). 
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sangat tidak kondusif untuk melaksanakan pembangunan daerah maupun 
kegiatan pemerintahan. 
 Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis ada beberapa 
faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak ikut memilih pada 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi 
selatan 2013 di kota Makassar antara lain sebagai berikut. 
 Pertama,faktor social ekonomi dengan melihat dari tingkat 
pendidikan dan ekonomi masyarakat yang dominan masih rendah. Seperti 
di kecamatan tamalanrea yang merupakan daerah dengan tingkat golput 
tertinggi di kota Makassar , dimana wilayah ini banyak ditemukan pemilih 
dengan tingkat perekonomian serta pendidikan yang rendah. Kedua, 
faktor psikologis yaitu kedekatan yang kurang dirasakan masyarakat 
terhadap kandidat pilkada dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan 
kandidat tidak sampai menyentuh kelapisan bawah dan cenderung hanya 
berfokus pada wilayah sentral kota Makassar. 
 Ketiga , faktor rasional yaitu dimana masyarakat tidak ikut memilih 
karena mereka mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang 
ke tempat pemilihan untuk memilih,mereka tidak percaya lagi dengan 
calon atau kandidat. Kemudian gambaran umum keberadaan golput di 
kota Makassar dapat dibedakan menjadi dua kategori golput berdasarkan 
alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya , yang 
pertama yaitu kategori masyarakat golput pragmatis , karena mereka 
apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi 
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yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap 
hasil pemilu, Sedangkan ke dua yaitu sebagian masyarakat golput politis, 
masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau 
pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan 
perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai 
dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos 
Besaran angka golongan putih (golput) apalagi jika  melebihi dari 
jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit untuk mengatakan 
bahwa kemenangan calon / kandidat adalah sudah merepresentatifkan 
kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya 
adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari 
masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang.Banyak pandangan 
tentang pilihan golput tersebut dan semakin banyaknya masyarakat  yang 
tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau disebut kelompok 
golput.  
Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang 
merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih 
dalam pemilu.3  Sehingga, keputusan untuk tidak memilih ini juga 
merupakan suatu pilihan yang memungkinkan untuk diambil. Hal ini 
merupakan bentuk konsekuensi dari berbagai macam karakteristik 
perilaku politik masyarakat yang diuraikan antara lain menyumbang dan 
                                                          
3
 Ramlan Subakti, Memahami Ilmu Politik , PT. Grramedia, Jakarta, 1999, hal. 145. 
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memberikan dana bagi organisasi, mendirikan organisasi, menjadi 
anggota organisasi, mengemukakan pendapat, memberikan suara dan 
bersikap apolitis. 
Beberapa hal penting tentang kenapa harus menggunakan hak 
pilihnya dengan baik. Pertama, pilihan untuk tidak memilih (golput) 
merupakan bentuk pemborosan terhadap anggaran belanja dan APB 
daerah (untuk pilkada). Kedua, golput juga akan menguntungkan calon 
yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang 
hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis 
massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput, Ini 
mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam 
pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan 
merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang 
dikehendakinya.  Justru hal ini menjadi bumerang bagi golput.   
Paradigma pilkada langsung yang menempatkan rakyat sebagai 
“raja” dalam prosesnya telah menghadirkan analisis yang menarik tentang 
prospek demokratisasi di tingkat lokal. Di satu sisi diharapkan aspek-
aspek positif muncul, seperti  partisipasi masyarakat, kebebasan memilih, 
akuntabilitas pemerintahan, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada aspek 
negatif yang sangat sulit dihindarkan seperti permainan politik uang, 
konflik dan kekerasan politik, peran elit yang terlalu dominan untuk 
mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam hal ini, kembali rakyat menjadi 
titik sentral, di samping aturan dan elit lokal yang bermain. Ada 
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kekhawatiran bahwa hanya demi kepentingan politik suatu kelompok 
untuk menguasai posisi-posisi kepala daerah, rakyat yang seharusnya 
berdaulat untuk memilih kepala daerahnya lalu menjadi korban demokrasi. 
Selain tidak menghargai suara rakyat, hal itu juga mengancam 
keselamatan masyarakat dari kampanye politik hitam. Akhirnya bukannya 
partisipasi politik, namun mobilisasi politik. 
Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat golongan putih terbagi 
atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih 
pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak 
menggunakan hak pilihnya pada pemilihan.  
Dalam hal ini penulis akan meneliti masyarakat golongan putih 
yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak 
pilihnya pada Pilkada. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat 
tersebut sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada. Mana 
penjelasan yang lebih cocok untuk fenomena ini, hal ini menjadi latar 
belakang peneliti untuk fenomena golput sehingga dapat mengetahui apa 
yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Faktor-faktor 
apa sajakah yang menimbulkan perilaku ini yang akan menjadi fokus 
dalam penelitian ini. 
Penelitian ini menitikberatkan pada kecamatan tamalanrea kota 
Makassar sebagai lokasi dan sampel penelitian karena kecamatan ini 
merupakan satu dari empatbelas kecamatan di kota Makassar yang 
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memiliki tingkat golput tertinggi pada saat pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013 berlangsung . 
 Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi 
Selatan secara langsung diadakan pada 22 Januari 2013 baru-baru ini 
berlangsung di kecamatan tamalanrea kota Makassar yang merupakan 
salah satu kota di Sulawesi selatan dan sekaligus ibukota provinsi.dalam 
hasil pemilihan ternyata masih didapati jumlah masyarakat yang terdaftar 
sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya yaitu sekitar 
50,18% dari total DPT 86.892 orang. Padahal jumlah suara yang tidak 
memilih cukup besar dan sangat berpengaruh pada hasil Pilkada tersebut. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan 
judul “FENOMENA GOLONGAN PUTIH DI KOTA MAKASSAR PADA 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 2013”. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Dengan adanya demokrasi rakyat bebas menentukan pilihannya 
untuk memilih pemimpin seperti apa dan mau hidup seperti apa. 
Dari pernyataan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana gambaran keberadaan golongan putih yang ada di kota 
Makassar pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
Provinsi Sul-Sel 2013 ? 
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2 Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya golongan putih 
pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi 
Sul-Sel 2013 di kota Makassar ? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : 
Mengetahui dan menganalisis keberadaan golongan putih serta faktor-
faktor apa sajakah yang mempengaruhi dan menjadi penyebab pemilih 
untuk menjadi golput di kota Makassar pada Pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah Sul-Sel 2013. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat akademis dan 
manfaat praktis: 
 
1. Manfaat akademis 
Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai 
Fenomena golongan putih yang terjadi di kota Makassar pada 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sul-Sel 2013 
yang baru-baru ini dilaksanakan. 
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2. Manfaat praktis 
a) Sebagai masukan bagi pemerintah kota Makassar dalam hal 
ini KPU kota Makassar secara khusus dan pemerintah 
Sulawesi Selatan secara umum (KPU Provinsi) untuk 
mengantisipasi golput atau dapat menekan angka golput itu 
sendiri. 
b) Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan 
melakukan penelitian sejenis. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Setiap penelitian memerlukan penjelasan titik tolak ataupun 
landasan pemikirannya dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. 
Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok 
pemikiran yang menggambarkan sudut mana masalah penelitian yang 
akan disorot 4 
Kerangka teori merupakan landasan untuk melakukan penelitian 
dan teori dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi 
objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, 
defenisi dan proposisi menerangkan suatu fenomena sosial secara 
sistematik dengan cara merumuskan 5 
 
2.1 Konsep Golongan Putih (Golput) 
Menjelang pemilihan umum tahun 1977 timbul suatu gerakan di 
antara beberapa kelompok generasi muda,terutama mahasiswa,untuk 
memboikot pemilihan umum karena dianggap kurang memenuhi syarat 
yang diperlukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara demokratis. 
yang disebut antara lain ialah kurang adanya kebebasan-kebebasan yang 
                                                          
4
 Hadawi nawawi, metode penelitian bidang sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
1995 hal.40   
5
 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendy, metode penelitian sosial survei, Jakarta: Rajawali pers, 
1999, hal.112 
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merupakan prasyarat bagi suatu pemilihan umum yang jujur dan adil . 
Untuk melaksanakan sikap ini mereka untuk tidak mengunjungi masing-
masing tempat pemilihan umum (TPS). Mereka menamakan dirinya 
Golongan Putih atau Golput.6 
Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama 
zaman Orde Baru tahun 1971. Pemrakarsa sikap untuk tidak memilih itu, 
antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhum Imam Malujo 
Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa aturan main 
berdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak.7 
Bukan hanya memproklamasikan diri sebagai kelompok putih yang 
tidak memilih, mereka bahkan mengajukan tanda gambar segilima hitam 
dengan dasar putih. Namun pemilu 1971 menurut versi pemerintahan, 
diikuti oleh 95 persen pemilih. Satu hal yang mencuat dari kemunculan 
fenomena golput adalah merebaknya protes atau ketidakpuasan 
kelompok masyarakat tertentu terhadap tidak tegaknya prinsip-prinsip 
demokrasi atau penentangan langsung terhadap eksistensi rezim Orde 
Baru pimpinan Soeharto.  
Menjelang Pemilu 1992, golput marak lagi sehingga bayangan 
kekuatannya diidentikkan sebagai partai keempat, di samping PPP, 
Golkar dan PDI. Namunn jumlah pemilih pada Pemilu 1992, kembali 
menurut versi pemerintah, di atas 90 persen, persisnya 91 persen. 
                                                          
6
 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama , 2008 
,hal. 479 
7
 Fadillah Putra, Partai politik dan kebijakan publik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, hal. 104   
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Sepekan menjelang Pemilu 29 Mei 1997, Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, 
selaku pribadi, mengumumkan untuk tidak menggunakan hak politiknya 
untuk memilih. Pernyataannya ini lalu dianggap sebagai kampanye 
terselubung kepada massa pendukungnya untuk memboikot pemilu, 
meski hal itu dibantah Megawati. Meski ada aksi PDI Perjuangan itu, 
jumlah pemilih pada Pemilu 1997 dilaporkan mencapai 90,58 persen.8 
Angka 90 persen itu memang diakui merupakan angka semu. 
Karena pemilu-pemilu zaman Soeharto-disebut banyak pihak-identik 
dengan kecurangan demi untuk memenangkan Golkar. Angka adalah 
bagian dari rekayasa yang sangat menentukan.  
Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih 
memang berbeda dengan kelompok pemilih lain atas dasar cara 
penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnya menggunakan hak pilih 
sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak pilih karena 
berhalangan di luar kontrolnya, kaum golput menggunakan hak pilih 
dengan tiga kemungkinan. Pertama, menusuk lebih dari satu gambar 
partai. Kedua ,menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak 
mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak 
pilih. Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah hak. 
Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah menggunakannya 
secara bertanggungjawab dengan menekankan kaitan penyerahan suara 
                                                          
8
 http//www.kompas.com   
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kepada tujuan pemilu, tidak hanya membatasi pada penyerahan suara 
kepada salah satu kontestan pemilu.9 
Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang dengan 
sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak 
memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang 
berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan 
teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis 
dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan 
untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas 
ke TPS tanpa maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari 
istilah golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, 
melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya 
pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak.  
Dalam buku political explore 10, Indra J. Piliang menyatakan bahwa 
golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-
partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan 
aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 
3 bagian yaitu: Pertama, golput ideologis, yakni segala jenis penolakan 
atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip 
dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-state, ketika 
state dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas 
yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk 
                                                          
9
 http//www.kompas.com   
10
 Efriza ,Political explore,Bandung : Alfabeta ,2012 hal. 545 
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UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa 
segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-
hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah 
memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. 
Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.  
Kedua, golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi 
rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, 
tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-
setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara 
percaya dan tidak percaya.  
Ketiga, golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan-
pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya 
kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah 
atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. . 
Menurut Mufti Mubarak,”bagi masyarakat,sikap golput lebih 
dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang 
tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat,golput akan 
melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga 
pemerintah”11 
 
                                                          
11
 Ibid hal 541 
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Eep Saefulloh Fatah 12 juga telah merangkum sebab-sebab orang 
untuk golput, diantaranya adalah: 
1. Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir 
ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga 
suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai 
pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara 
pemilu.  
2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan 
dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa 
pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.  
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi 
(liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan 
nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain. 
Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok 
golput.13 Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang 
tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi 
karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik 
kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai 
tingkat deskriptif saja.  
Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak 
bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena 
                                                          
12
Ibid, hal 546 
13
 Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22   
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alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. 
Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain 
yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki 
pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. 
Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi disbanding golput 
awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak 
Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.  
Dalam buku Political Explore14beberapa ilmuan mendefinisikan 
golput,yang pertama yaitu menurut Irwan H,Dulay dia mengatakan 
golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok 
masyarakat yang lalai dan tidk bersedia memberikan hak pilihnya dalam 
even pemilihan dengan berbagai macam alasan,baik pada pemilihan 
legislative,pilpres,pilkada maupun pemilihan kepala desa . Golput disebut 
juga dengan abstain atau blanko pada even pemilihan terbatas pada 
suatu lembaga,organisasi atau perusahaan . Menurut B.M Wibowo,golput 
ialah sebagian kelompok orang yang tidak menggunakan haknya untuk 
memilih salah satu partai peserta pemilu . Selanjutnya,ia juga 
berpendapat ,golput adalah sebutan bagi orang atau kelompok orang 
yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan 
pemimpinnya . Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam 
pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih . Kalau 
seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu 
                                                          
14
 Efriza , Political explore, bandung :  Alfabeta , 2012 hal 534 
27 
 
ia akan tidak hadir ke bilik suara,begitu pula sebaliknya . Disamping itu 
,ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi.kalau 
seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak hadir 
dalam pemilu , tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang 
lebih menguntungkan . Menurut Muhammad asfar, dia mengatakan 
batasan perilaku nonvoting tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak 
memilih karena faktor kelalaian atau situasi-situasi yang tidak bisa 
dikontrol oleh pemilih,seperti karena sakit atau kondisi cuaca termasuk 
sedang berada disuatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau di 
tengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih , dalam konteks 
semacam ini,nonvoting adalah suatu sikap politik yang tidak 
menggunakan hak pilihnya pada saat hari H Pemilu karena faktor tidak 
adanya motivasi . 
Golput dalam terminologi ilmu politik seringkali disebut dengan non-
voter. Terminologi ini menunjukan besaran angka yang dihasilkan dari 
event pemilu diluar voter turn out. Louis Desipio, Natalie Masuoka dan 
Christopher Stout (2007) mengkategorikan Non–Voter tersebut  menjadi 
tiga ketegori yakni ; (a) Registered Not Voted ; yaitu kalangan warga 
negara yang memiliki hak pilih dan telah terdaftar namun tidak 
menggunakan hak pilih, (b) Citizen not Registered ; yaitu kalangan warga 
negara yang memiliki hak pilih namun tidak terdaftar sehingga tidak 
memiliki hak pilih dan (c) Non Citizen ; mereka yang dianggap bukan 
warga negara (penduduk suatu daerah) sehingga  tidak memiliki hak pilih.  
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2.1.1 Konsep Fenomena 
 Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, fenomena diartikan 
sebagai rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan 
dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena 
terjadi di semua tempat yang bisa diamati oleh manusia.  (Kamus 
Lengkap Bahasa Indonesia : 1997) 
Fenomena dari bahasa Yunani; phainomenon, "apa yang terlihat", 
dalam bahasa Indonesia bisa berarti: 
1. gejala, misalkan gejala alam 
2. hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra 
3. hal-hal mistik atau klenik 
4. fakta, kenyataan, kejadian 
Fenomena juga diartikan sebagai berikut : 
a. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra 
dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah (seperti fenomena alam) 
atau gejala.Contoh : Gerhana adalah salah satu -- ilmu pengetahuan; 
b. Fenomena diartikan sebagai fakta dan kenyataan. 
Contoh : Peristiwa itu merupakan -- sejarah yg tidak dapat diabaikan15 
Kata Fenomena juga diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya 
dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yg 
berhubungan dengan seseorang atau suatu hal, soal atau perkara 16 
                                                          
15
 http://www.kamusbesar.com/10894/fenomena diakses pada tanggal 11 November 2013 pukul 
22:00 
16
 http://www.artikata.com/arti-333239-kasus.html diakses pada tanggal 11 November 2013 
pukul 22:15 
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Jadi berdasarkan penjelasan diatas,Fenomena dalam ruang 
lingkup social adalah rangkaian peristiwa,fakta maupun kenyataan yang 
sedang terjadi di masyarakat yang dapat diamati ataupun diteliti melalui 
pendekatan-pendekatan tertentu dalam hal ini fenomena golput yang 
sedang hangat-hangatnya terjadi di masyarakat kota Makassar. 
 
2.2 Teori Perilaku Pemilih ( Voter Behavior ) 
 
Secara teoritis Pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengetahui 
mengapa orang tidak memilih adalah melalui pendekatan teori-teori 
perilaku pemilih (voter behavior). Penjelasan ini memusatkan perhatian 
pada individu. Besar kecilnya partisipasi pemilih (voting turnout) dilacak 
pada sebab-sebab dari individu pemilih.17 Secara umum analisa-analisa 
mengenai “voting behaviour” atau perilaku pemilih didasarkan pada tiga 
pendekatan atau model yaitu: 
 
a) Pendekatan Sosiologis  
Pendekatan sosiologis untuk menerangkan perilaku 
pemilih,secara logis terbagi atas model penjelasan mikrososiologis 
dan model makrososiologis. Model penjelasan 
mikrososiologis,dikembangkan oleh ilmuan politik dari Universitas 
                                                          
17
 Skripsi ,Rimbun P sirait , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Tidak 
Memilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Secara Langsung Tahun 2008 Di 
Kecamatan Pamatang Sidamanik Kabupaten Simalungun ,Universitas Sumatera Utara , 2008 
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Columbia,yang di prakarsai oleh sosiolog Paul F.Lazarsfeld dan 
rekannya Bernard berelson dan hazel gaudet dari Columbia 
university . Pendekatan sosiologis sering disebut Mazhab Columbia 
(The Columbia School of Electoral Behavior) merupakan 
pendekatan yang menekankan pada peranan faktor-faktor 
sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Seseorang 
tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar 
belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, 
ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa 
mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak. 18 
Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari 
Eropa,kemudian di Amerika serikat dikembangkan oleh para ilmuan 
social yang mempunyai latar belakang pendidikan Eropa. Karena 
itu, Flanagan menyebutnya sebagai model sosiologi politik Eropa. 
David Denger,ketika menggunakan pendekatan ini menjelaskan 
perilaku memilih masyarakat Inggris,menyebut model ini sebagai 
social determinism approach. 
b) Pendekatan Psikologis  
Berbeda dengan pendekatan sosiologis, pendekatan 
psikologis, yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (The 
Michigan Survey Research Center) lebih menekankan pada 
                                                          
18
 Muhammad Asfar, Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Prilaku Pemilih, Jurnal Ilmu Politik 
Edisi No. 16, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 52 
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pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku 
politik. Pendekatan psikologi ini mengembangkan konsep psikologi, 
khususnya konsep sikap dan sosialisasi dalam menjelaskan 
perilaku sesorang.  
Konsep sikap merupakan variabel sentral dalam 
menjelaskan perilaku pemilih karena Menurut Greenstein ada 3 
fungsi sikap yakni ; pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. 
Artinya, penilaian terhadap suatu obyek diberikan berdasarkan 
motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut. Kedua, sikap 
merupakan fungsi penyesuaian diri. Artinya, seseorang bersikap 
tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak 
sama dengan tokoh atau kelompok yang dikaguminya. Ketiga, 
sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, 
sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik 
batin atau tekanan psikis, yang mungkin berwujud mekanisme 
pertahanan (defense mechanism). 
Pembentukan sikap tidaklah bersifat begitu saja terjadi, 
melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan 
psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau 
kandidat tertentu. Kedekatan inilah yang menentukan seseorang 
ikut memilih atau tidak. Makin dekat seseorang dengan partai atau 
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kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat 
dalam pemilihan.19 
 
c) Pendekatan Rasional 
Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena 
mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik 
menjadi suatu ilmu yang benar-benar science. Dikatakan bahwa 
manusia politik ( Homo Politikucus) sudah menuju ke arah manusia 
ekonomi karena melihat adanya kaitan erat antara faktor politik dan 
faktor ekonomi,terutama dalam penentuan kebijakan public.Mereka 
percaya bahwa kita dapat meramalkan perilaku manusia dengan 
mengetahui kepentingan-kepentingan dari actor yang bersangkutan 
(involved).20 
Pendekatan ini muncul untuk menjelaskan tentang 
pergeseran prilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari 
orang yang sama dengan status social yang sama,yang tidak bisa 
di jelaskan oleh dua pendekatan diatas. 
Inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai actor 
terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk yang rasional ia 
selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang 
dianggapnya kepentingan diri sendiri . Ia melakukan hal itu dalm 
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 Ibid, hal .52 
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 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 
,2008,hal. 92 
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situasi terbatasnya sumber daya ,21 dan karena ia perlu membuat 
pilihan.Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus 
memilih antara beberapa alternative dan menentukan alternative 
mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling 
maksimal untuk dirinya. 
Dua pendekatan diatas menempatkan pemilih pada waktu 
dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka 
beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang 
dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi 
sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum 
kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, 
pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses 
sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variable yang 
secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi 
perilaku atau pilihan politik sesorang. 
Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang 
mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini 
disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik 
tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik 
seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut 
menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada 
faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi 
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 James S.Coleman, “Rational Choice Theory,”dalam F Borgotta ,ed.,Encyclopedia of Sociology, 
Vol III ( New York: Macmillian Publishing Company , 1992)hlm.1621 
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pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih 
bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak 
terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas 
bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau 
kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan 
pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau 
ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin 
baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan 
pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk 
tidak ikut memilih22.  
Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan 
perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat 
instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda 
dengan pengambilan keputusan lain23 . Jadi tidak tertutup 
kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam 
mempengaruhi keputusannya.  
Terhadap pendekatan teori rasional ini,menurut Olson ( 1971 
) dan downs ( 1957 ), “ tidak adanya kemauan mayoritas orang 
berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas 
mereka. Pertanyaan yang akan diajukan individu yang rasional 
ketika mempertimbangkan apakah berpartisipasi adalah : „ apa 
yang akan saya peroleh dari tindakan partisipasi ini , dan apa yang 
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tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya ?‟ dalam 
suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan , jawabannya hampir 
selalu berupa : “ tidak ada.” Ini adalah scenario “free rider” 
(pengguna layanan public yang tidak mau memenuhi kewajibannya 
) ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling rasional. Hal ini 
menjadikan Olson sampai pada kesimpulan bahwa „Individu‟ yang 
rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan 
bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum atau kelompok .24 
Pendekatan ini biasa disebut juga dengan pendekatan 
Rasional Choice ,pendekatan ini dipelopori oleh Anthony Downs ( 
1957 ) yang melihat orientasi pemilih dalam menentukan sikapnya 
dipengaruhi oleh dua hal,yakni orientasi isu dan kandidat (figur) . 
Orientasi isu berpusat pada pertanyaan apa yang harus dan 
sebaiknya dilakukan memecahkan persoalan-persoalan yang 
dihadapi masyarakat . sedangkan orientasi kandidat mengacu pada 
sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan 
label partainya. Di sinilah  pemilih menentukan pilihan berdasarkan 
pertimbangan rasional.25 
Menurut Lawrence atau redlawsk ataupun Roth,berdasarkan 
pendekatan ini,manusia diasumsikan adalah seorang pemilih yang 
rasional. Individu mengantisipasi setiap konsekuensi yang mungkin 
muncul dari pilihan-pilihan yang ada. Lalu, dari pilihan tersebut 
                                                          
24
 Efriza , Political explore, bandung :  Alfabeta , 2012 hal 514 
25
 Ibid hal.515 
36 
 
individu akan memilih pilihan yang memberikan keuntungan paling 
besar terhadap dirinya. Berhubungan dengan pemilu,pendekatan 
ini ,pemilih diasumsikan mempertimbangkan segala pilihan yang 
ada, misalnya tiap-tiap parpol yang ada , tiap-tiap kandidat yang 
ada dan tiap-tiap kebijakan yang ada,lalu dilihat untung atau 
ruginya bagi individu.26 
Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi 
utama pemilih,yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku 
pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan : apa yang 
seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berkuasa 
kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang 
dihadapi masyarakat,bangsa dan Negara. Sementara orientasi 
kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat 
tanpa mempedulikan partai.27 
 
2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Memilih ( Golput ) 
  
Penjelasan teoritis terhadap perilaku golput / nonvoting pada 
dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan pendekatan-pendekatan 
perilaku pemilih diatas. Dengan mengutip Ashenfelter dan Kelley 
(1975),Burnham (1987),Powell (1986) dan Downs (1957),Moon 
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menguraikan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan untuk 
menjelaskan kehadiran pemilih atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu 
pemilu . 
Pendekatan pertama menekankan pada karakteristik social dan 
psikologi . Sementara itu ,pendekatan kedua menekankan pada harapan 
pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk 
hadir atau tidak hadir dalam memilih. Hanya saja, kedua pendekatan 
tersebut didalam dirinya sama-sama memiliki kesulitan dan mengandung 
kontroversi masing-masing . 
Berikut ini akan dipaparkan beberapa penjelasan teoritis atau 
beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang berperilaku tidak 
memilih,yaitu faktor social ekonomi , faktor sosiologis dan faktor 
kepercayaan politik . 
1. Faktor Sosial Ekonomi  
Menempatkan variabel status sosial-ekonomi sebagai 
variabel penjelasan perilaku non-voting selalu mengandung makna 
ganda. Pada satu sisi, variabel status sosial ekonomi memang 
dapat diletakkan sebagai variabel independen untuk menjelaskan 
perilaku non-voting tersebut. Namun, pada sisi lain, variabel 
tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur 
karakteristik pemilih non-voting itu sendiri. Setidaknya ada empat 
indikator yang bisa digunakan mengukur variabel status sosial 
ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pekerjaan 
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dan pengaruh keluarga. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi 
digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan 
menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama 
variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk 
menjelaskan perilaku non-voting. Artinya, jika tinggi tingkat 
pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti 
rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran 
pemilih.  
Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi 
dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan 
Raymond F Wolfinger dan steven J.Rossenstone yaitu28 :  
a) Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi warga. 
Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang 
berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih 
tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang 
bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak 
mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan 
pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan 
tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. 
Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan 
pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan 
kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat 
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berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, 
khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, 
kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.  
b) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar 
untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut , disamping 
menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi , baik 
pada saat pendaftaran maupun pemilihan .dalam sebuah 
tuilisannya ,Wolfinger dan rossestone menjelaskan sebagai berikut 
, disekolah dan perkuliahan,kita belajar mengenai system politik 
dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita,dan 
diterangkan untuk menekanteman sebayannya untuk berpartisipasi 
dalam proses politik,dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan , 
dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi 
kita untuk memberikan suara . yang kurang berpendidikan dengan 
perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena 
kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses 
politik , ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan 
mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan 
pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar . 
Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang 
berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan 
Nie menyimpulkan “the best knows about turnout is that citizens of 
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higher social and economics status participate more in politics...” ( 
yang utama tentang kehadiran bahwa warga Negara yang status 
social dan ekonomi lebih berpartisipasi politik...)29 
Penjelasan diatas menunjukkan hubungan yang meyakinkan 
antara tingkat status social ekonomi dengan kehadiran atau 
ketidakhadiran pemilih. 
2. Faktor Psikologis 
Penjelasan nonvoting dari faktor psikologis pada dasarnya 
dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-
ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi 
kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku nonvoting 
disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, 
perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai 
tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang 
mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh 
cenderung untuk tidak memilih.  
Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik 
tidak selalu sejalan dengan kepentingan peroragan secara 
langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan 
umum yang lebih luas. 
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Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai 
kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari 
percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan 
kepentingannya. 
Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir 
bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten 
dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk 
menandai ciri kepribadian ini adalah kefektifan personal (personal 
effectiveness), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang 
untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh 
seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, 
organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka 
bekerja, dan sebagainya.  
Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitikberatkan 
faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa 
perilaku nonvoting disebakan oleh orientasi kepribadian pemilih, 
yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomi, 
dan alienasi.30 
Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan 
jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, 
yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap 
persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya 
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 Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker, The Social Bases of Politics , California : A Division of 
Wodsworth Inc, 1987, hal. 208-209   
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sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya 
perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan 
perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk 
pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas 
politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak 
mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan 
politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih 
tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan 
politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih.  
Sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya 
sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam 
banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. 
Perasaan powerlessness inilah yang disebut sebagai anomi. 
Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomi. Alienasi 
merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa 
dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah 
dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik 
terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap 
sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap 
kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin 
akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui 
kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya. 
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3. Faktor Rasional  
Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai 
produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak 
hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat 
mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari 
alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan 
pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih 
sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, 
pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat 
keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk 
membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.  
Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan 
politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh 
ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa 
saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti 
ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam 
mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor 
situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik 
seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya 
pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh 
karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor 
situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang 
dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa 
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membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan 
masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan 
sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan 
menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut 
memilih. 
Berdasarkan pendekatan ini Him Helwit mendefinisikan 
perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat 
instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda 
dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup 
kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam 
mempengaruhi keputusannya31 
Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh 
Olson ( 1971 ) dan Down ( 1957 ) , “ tidak adanya kemauan 
mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan 
melainkan rasionalitas mereka . Pertanyaannya yang akan diajukan 
individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah akan 
berpartisipasi adalah : „ Apa yang akan saya peroleh dari tindakan 
partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak 
melakukannya? „ dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan , 
jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini adalah scenario “ 
free rider “ ( pengguna layanan public yang tidak mau memenuhi 
kewajibannya ) ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling 
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rasional . Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa 
„ individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri 
tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan 
kelompok32 
 
2.4. Kerangka Pemikiran 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk golput atau 
tidak golput secara garis besar dibedakan atas 3 bagian, yaitu faktor 
Sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang social maupun 
keadaan ekonomi pemilih , Faktor Psikologis menyangkut masalah cirri 
kepribadian sesorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap 
calon atau kandidat , Selanjutnya faktor rasional  menyangkut rasionalitas 
pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta 
pertimbangan – pertimbangan yang matang .Seluruh faktor diatas akan 
saling mempengaruhi dan mengambil peran dalam diri seseorang 
sebelum akhirnya orang itu memutuskan untuk menjadi golput  
Faktor-faktor di atas di kumpulkan melalui, wawancara maupun 
pengamatan di lapangan dianalisis untuk mengetahui faktor apa yang 
menentukan atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 
menjadi golput atau tidak golput.  
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 Titik kritis penelitian ini adalah sudah sesuaikah antara usaha yang 
dilakukan untuk meminimalisir golput dengan faktor-faktor yang muncul 
sebagai penyebab munculnya keputusan golput.  
 
KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 
 
 
 
FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PEMILIH GOLPUT 
FAKTOR SOSIAL 
EKONOMI 
FAKTOR 
RASIONAL 
FAKTOR 
PSIKOLOGIS 
INDIVIDU  
GOLPUT TIDAK 
GOLPUT 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tipe Dan Dasar Penelitian 
 Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada menjadi penentu 
untuk pengambilan keputusan dalam menentukan wakil rakyat,namun 
partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan terkadang menurun 
sehingga menciptakan kelompok sendiri yang disebut golput (golongan 
putih),kelompok ini tidak menggunakan haknya dalam setiap pemilihan 
kepala daerah yang di selenggarakan lima tahun sekali oleh daerah. 
Fenomena inilah yang mendorong penulis ingin melakukan 
penelitian secara kualitatif,hal ini dikarenakan dalam penelitian ini 
menggunakan data kualitatif berupa buku,dan artikel baik dari media 
massa,jurnal maupun website yang memberikan informasi tentang 
bagaimana partisipasi politik dan perilaku masyarakat yang terkait golput. 
Tipe penelitian adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang 
menggambarkan keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan 
partisipasi politik masyarakat yang kemudian menimbulkan golput dalam 
setiap pilkada. 
 
 
48 
 
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
 Yaitu menjelaskan dimana lokasi tempat dilakukannya penelitian 
dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian. Penelitian ini dilakukan di 
Makassar, adapun alasan dipilihnya Makassar sebagai lokasi penelitian 
adalah karena: 
1. Makassar sebagai ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan dimana 
memiliki jumlah pemilih yang lebih banyak dibandingkan 
kabupaten/kota lainnya. 
2. Tingkat pemilih dengan latar belakang pendidikan yang tinggi relatif 
lebih banyak di Makassar dibanding kabupaten/kota lainnya. 
3. Makassar sebagai sebuah kota yang besar cendrung memiliki 
jumlah golput golput yang tinggi (40,21%) sebagaimana kota besar 
lainnya seperti Surabaya(58,69%), Medan (64%) maupun Jakarta 
(34,59%). 
4. Masyarakat di kota Makassar lebih heterogen / latar belakang yang 
bermacam-macam jika dilihat dari beberapa hal . 
Adapun waktu yang digunakan / ditargetkan unjtuk penelitian ini adalah 
selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. 
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3.3. Pemilihan informan dan Unit Analisis 
 
 Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar 
yang terdaftar dalam pilgub sebagai DPT (daftar pemilih tetap ) namun 
tidak menggunakan hak pilihnya, adapun kecamatan yang dipilih sebagai 
sampel yaitu kecamatan yang memiliki angka golput tertinggi dengan 
informan / sampel yang ditentukan dengan Teknik pengambilan sampel 
sistem snowball sampling (pengambilan sampel seperti bola salju).     
Didalam tehnik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang 
yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sample. Mereka 
kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga 
dapat dijadikan anggota sampel. Orang-orang yang ditunjukkan ini 
kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan 
orang lain yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel. Demikian 
prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan 
terpenuhi.33 
informan golput terdiri dari Individu masyarakat biasa maupun 
tokoh masyarakat. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara 
kualitatif,sehingga diperoleh data yang akurat mengenai faktor-faktor dan 
penyebab masyarakat menjadi golput secara mendalam. 
 
 
                                                          
33
 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, PT.Remaja Rodakarya, 1998, hal. 63 
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3.4 Jenis Dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan untuk membantu penelitian 
berupa : 
a) Data Primer 
Data primer didasarkan pada peninjauan langsung pada objek yang 
diteliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Studi 
lapangan yang dilakukan dengan datang langsung ke lokasi 
informan yang dijadikan sebagai sampel penelitian .Melakukan 
wawancara langsung terhadap beberapa informan yang dirasa 
memiliki pengetahuan tentang hal yang sedang diteliti . 
b) Data Sekunder 
Data sekunder yaitu dengan mencari sumber data dan informasi 
melalui buku-buku,literature , jurnal,dokumen-dokumen, internet 
dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini  
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
 
Untuk memperoleh data atau informasi, keterangan-keterangan 
atau fakta-fakta yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik penelitian 
data sebagai berikut :  
a) Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan-
peraturan, laporan-laporan,dokumen-dokumen serta bahan-bahan 
lain yang berhubungan dengan penelitian.  
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b) Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data dengan Melakukan 
Wawancara langsung kepada Informan yang telah dipilih dan 
memenuhi Kriteria serta paham betul dengan masalah yang 
sedang diteliti . 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
 
 Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dianalisa dan 
disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan 
situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara 
mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang 
menjelaskan masalah yang diteliti.  
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      BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Keadaan Geografis 
4.1.1. Kota Makassar 
Kota Makassar terletak antara 119°24‟17‟38” Bujur Timur dan 
5°8‟6‟19” Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan 
Kabupaten Maros, sebelah timur dengan Kabupaten Maros, sebelah 
selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas 
Wilayah Kota Makassar tercatat seluas 175, 77 km persegi yang meliputi 
14 kecamatan. 
Penduduk kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 971.271 
jiwa yang terdiri dari 473.974 laki-laki dan 497.297 perempuan sesuai data 
yang diperoleh dari DP4 Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas 
Kependudukan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat 
ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk 
kota Makassar yaitu sekitar 100,20 persen, yang berarti setiap 100 
penduduk wanita seratus penduduk laki-laki. Penyebaran penduduk Kota 
Makassar dirinci menurut kecamatan. 
   Pertumbuhan penduduk di kota Makassar yang sangat tinggi dan 
kepadatan penduduk juga tinggi karena banyaknya masyarakat yang 
melakukan urbanisasi ke wilayah ini baik karena faktor ekonomi, 
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pendidikan dan lain-lain. Populasi penduduk Kota Makassar mayoritas 
berpendidikan SLTP, SLTA dan untuk Pendidikan Tingkat Diploma dan 
Sarjana tidak dalam skala mayoritas meskipun banyak yang melanjutkan 
studi ke pendidikan tinggi. Kepercayaan religius sebagian besar menganut 
Islam Muhammadiyah, NU, Jam‟aah Tabliq, Hizbut Tahrir, Katolik dan 
Kristen Protestan serta Kristen Pantekosta selain itu terdapat juga Budha 
dan Konghuchu serta Hindu, suku terbesar di Kota Makassar adalah 
Bugis dan Makassar, terdapat juga etnis lokal Toraja, Mandar, Luwu serta 
etnis pendatang, Bali, Jawa, Tionghoa yang sudah mendiami ratusan 
tahun serta etnis lain. Mata pencaharian penduduk kota Makassar 
sebagian besar distruktur pemerintahan pejabat Negara dan PNS, 
pegawai Swasta retail, buruh, BUMN, Nelayan, Guru, Tni, Polri, dan 
pedagang. 
4.1.2. Kecamatan Tamalanrea 
 Setelah dilakukan Penelitian Maka didapatlah Kecamatan yang 
Memiliki tingkat Partisipasi Politik dalam Pilkada yang Paling Rendah atau 
Memiliki tingkat Golput Tertinggi di Kota Makassar Yaitu Kecamatan 
Tamalanrea. 
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Tabel 1 : Data Presentase Partisipasi Pemilih tiap Kecamatan Pada      
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi 
Selatan  2013 di Kota Makassar 
No Kecamatan Presentase % Pemilih 
1 Mariso 66,56% 
2 Mamajang 60,60% 
3 Makassar 59,08% 
4 Ujung Pandang 60,06% 
5 Wajo 56,81% 
6 Bontoala 62,80% 
7 Tallo 62,16% 
8 Ujung Tanah 69,41% 
9 Panakkukang 56,49% 
10 Tamalate 59,68% 
11 Biringkanaya 62,58% 
12 Manggala 62,65% 
13 Rappocini 64,13% 
14 Tamalanrea 50,18% 
 Rata-Rata Keseluruhan 60,54% 
Sumber : KPU Kota Makassar 
 Data diatas yang berhasil dihimpun dari KPU kota Makassar 
menunjukkan ada 14 kecamatan di kota Makassar dan kecamatan yang 
memiliki golput tertinggi pada saat pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah provinsi Sulawesi selatan 2013 yaitu kecamatan 
Tamalanrea, untuk itulah kecamatan ini akan menjadi lokasi sampel 
penelitian di kota Makassar,sehingga nanti didapatlah hasil apa yang 
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menyebabkan masyarakat memilih tiidak menggunakan hak suaranya 
dalam pemilihan sehingga menimbulkan jumlah golput yang sangat besar 
mencapai 50,18% . 
Sesuai data Statistik Makassar KecamatanTamalanrea merupakan 
salah satu dari 14 Kecamatan yang berada Kota Makassar yang 
berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah utara, Kecamatan 
Biringkanaya dan kabupaten Maros di sebelah timur, Kecamatan 
Panakkukang di sebelah selatan dan di sebelah barat. 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 6 kelurahan dengan luas 
wilayah 31,86 km² yang terbagi di daerah Pantai dan bukan pantai dengan 
topografi ketinggian antara  permukaan laut. Adapun Empat Kelurahan 
daerah bukan pantai yaitu Kelurahan Tamalanrea Indah, Kelurahan 
Tamalanrea Jaya, Kelurahan Tamalanrea dan Kelurahan Kapasa. 
Sedangkan daerah lainnya yaitu Kelurahan Parangloe dan Kelurahan Bira 
merupakan daerah pantai. 
Kecamatan Tamalanrea ini sendiri mempunyai letak jarak masing-
masing tiap kelurahan ke pusat kota Makassar  berkisar antara 4 - 10 km. 
Dari  luas wilayah tiap kelurahan di Tamalanrea, kelurahan Bira memiliki 
wilayah terluas yaitu 9,28 km² dengan jumlah penduduk 10913 jiwa, 
terluas kedua adalah  kelurahan  Parangloe dengan luas wilayah  6,53 
km² dengan jumlah penduduk 6465 jiwa , sedangkan yang paling kecil 
luas wilayahnya adalah kelurahan Tamalanrea Jaya yaitu  2,98 
km²dengan jumlah penduduk 18781 jiwa. 
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Tabel 2 : Nama-Nama Kelurahan dan luas wilayah Di Kecamatan 
Tamalanrea 
No Kelurahan Jumlah ORW / ORT Luas Wilayah (Km
2
) 
1 Tamalanrea 23 / 142 4,74 
2 Tamalanrea Indah 9 / 40 4,15 
3 Tamalanrea Jaya 10 / 43  2,98 
4 Bira 6 / 27 9,26 
5 Kapasa 13 / 68 4,18 
6 Parangloe 6 / 21 6,53 
 Jumlah 67 / 341 31,83 
      Sumber : BPS Kota Makassar 
4.2 Keadaan Demografi 
Penduduk Kecamatan Tamalanrea berjumlah 142.617 jiwa. 
Dengan jumlah laki-laki 72.201 jiwa dan jumlah perempuan 70.411 jiwa. 
Agar lebih jelas, komposisi penduduk Kecamatan Tamalanrea dapat lihat 
berdasarkan  umur ,jenis kelamin, etnis, pendidikan dan agama.  
 
4.2.1  Umur dan Jenis Kelamin  
 
Klasifikasi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat 
dilihat dalam table nomor tiga. 
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Tabel 3 : Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Di Kecamatan 
Tamalanrea 
Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
 Laki-Laki Perempuan 
0-4 5.078 4.770 9.848 
5-9 4.491 4.258 8.750 
10-14 4.374 3.752 8.127 
15-19 5.882 6.803 12.685 
20-24 10.713 11.849 22.562 
25-29 5.997 5.949 11.946 
30-34 4.347 4.452 8.799 
35-39 3.004 3.269 6.273 
40-44 2.478 2.405 4.883 
45-49 1.683 1.535 3.218 
55-54 1.177 1.174 2.351 
55-59 807 866 1.673 
60-64 730 699 1.428 
65+ 701 932 1.632 
Jumlah 51.462 52.713 104.175 
Sumber:BPS Kota Makassar 
 
Menurut data statistik yang terakhir di Kecamatan Tamalanrea 
diketahui jumlah penduduk 104.175 jiwa yang tersebar di enam kelurahan 
yang ada. Jika dilihat dari factor jenis kelamin, maka penduduk 
Kecamatan Tamalanrea terdiri dari 51.462 jiwa laki-laki dan 52.713 jiwa 
perempuan. Dengan demikian komposisi penduduk kecamatan 
Tamalanrea hampir seimbang antara jumlah laki-laki dan jumlah 
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perempuan. Menurut data statistik yang terakhir di kantor Kecamatan 
Tamalanrea diketahui jumlah penduduk sebanyak 104.175 jiwa yang 
tersebar diseluruh kelurahan yang ada. Jika dilihat dari faktor usia, maka 
penduduk Kecamatan Tamalanrea lebih banyak usia dewasa 
dibandingkan anak-anak ataupun kelompok orang tua. Hal ini 
menunjukkan Kecamatan Tamalanrea mempunyai modal tenaga kerja 
yang cukup. 
 
4.2.2. Etnis 
Suku dan Etnis Penduduk Kecamatan Tamalanrea cukup 
bervariasi. Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea mayoritas Beretnis 
Makassar, selebihnya Bugis, Toraja , Cina dan Lain-lain. Klasifikasi 
Penduduk berdasarkan Etnis/ Suku dapat dilihat di Table nomor empat . 
 
Table 4 : Penduduk Menurut Kelurahan dan Suku/Etnis di Kecamatan 
Tamalanrea 
No Kelurahan Makassar Bugis Toraja Cina Lain-Lain 
1. Tamalanrea  5.560 4.050 3.500 266 0 
2. Tamalanrea Indah 10.257 9.873 2.987 0 844 
3. Tamalanrea Jaya 8.601 8.701 2.010 190 4.909 
4. Bira 5.873 5.026 4.577 0 3.933 
5. Kapasa 7.897 3.660 115 25 0 
6. 
 
Parangloe 
Jumlah 
9.000 
47.188 
1.111 
32.421 
2 
13.191 
15 
496 
0 
9686 
     Sumber : Kantor Kecamatan Tamalanrea 2013 
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4.2.3. Agama  
Ditinjau dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk 
Kecamatan Tamalanrea adalah beragama Islam. Dalam rangka meningkatkan 
kerukunan antar ummat beragama, dengan mudah dapat ditemukan berbagai 
jenis sarana ibadah. Adapun perinciannya dapat disajikan pada tabel sebagai 
berikut: 
 
Table 5 : Penduduk Menurut Kelurahan Dan Agama Yang Dianut Di 
Kecamatan Tamalanrea 
No Kelurahan Islam Kristen Katolik Hindu   Buddha 
 
1. 
 
Tamalanrea  
 
33.240 
 
3.300 
 
1.200 
 
530 
 
262 
2. Tamalanrea Indah 19.901 1.398 1.398 170 105 
3. Tamalanrea Jaya 20.633 2.305 2.015 99 91 
4. Bira   11.557 2.995 320 10 5 
5. Kapasa   16.019 55 60 -   25 
6. 
 
Parangloe   1.092 17 1 -   - 
Jumlah 102.567 10.251 4554 809 489 
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2013 
 
Melihat Mayoritas penduduk Kecamatan Tamalanrea merupakan 
pemeluk agama Islam, maka kerjasama antar masyarakat sangat mudah 
dilakukan. Sosialisasi sangat mudah dilakukan melalui tempat-tempat ibadah 
yang ada. Oleh karena itu, jumlah tempat ibadah sangat mendukung dalam 
proses penyampaian informasi kepada masyarakat 
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4.2.4. Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu factor yang paling penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan adanya sarana 
pendidikan yang cukup memadai maka nantinya akan membantu 
masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan karena 
kemajuan masyarakat sangat tergantung pada mutu pendidikan yang 
diterima generasi muda. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan 
dapat dilihat dalam tabel nomor enam berikut. 
Table 6 : Keadaan  Sarana dan Prasarana Pendidikan Masyarakat di 
                Kecamatan Tamalanrea Tahun 2013 
Tingkatan    Pendidikan 
Jumlah Unit 
Sekolah 
Jumlah  Guru/ 
Dosen 
Jumlah Siswa/ Mahasiwa 
 
Taman Kanak-kanak 
Sekolah Dasar 
SLTP/sederajat 
SLTA/sederajat 
Akademi/Perguruan Tinggi 
 
 
26 
30 
  8 
  7 
12 
 
     80 
    440 
    429 
    242 
16.151 
 
 
      937 
10.580 
  4.798 
   3.196 
     42.752 
 
Jumlah 83 17.342   62.263 
Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tamalanrea 2013 
Melalui sarana dan prasarana pendidikan yang ada, diharapkan 
dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan dari  tingkat 
terendah sampai tingkat yang tertinggi. Keberadaan fasilitas atau sarana 
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dan prasarana pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh peran serta 
pemerintah khususnya pemerintah Kecamatan Tamalanrea dalam mendo-
rong pembangunan bidang pendidikan.  
4.3. Fasilitas Kecamatan 
Fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat secar bersama-
sama merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh masyarakat. 
Fasilitas rumah ibadah, fsilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan fasilitas 
pendidikan harus dimiliki oleh sebuah kecamatan karena keempat hal 
tersebut merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 
manusia. Fasilitas yang ada di Kecamatan Tamalanrea adalah sebagai 
berikut:  
4.3.1.  Fasilitas Rumah Ibadah 
Rumah ibadah merupakan tempat yang sangat dibutuhkan oleh 
semua umat manusia untuk dapat beribadah bersama-sama. Dan di 
Kecamatan Tamalanrea sudah terdapat rumah ibadah yang mendukung 
setiap umat beragama untuk dapat melakukan ibadahnya dengan baik. 
Agar lebih jelas dapat dilihat dalam tabel nomor tujuh. 
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Tabel 7 : Jumlah Sarana Ibadah Setiap Kelurahan Menurut Jenisnya di 
Kecamatan Tamalanrea Tahun 2013 
No Kelurahan Masjid Gereja  Pura Vihara  Jumlah 
 
1 
 
Tamalanrea Indah 
 
37 
 
3 
 
- 
 
- 
 
40 
2. Tamalanrea Jaya 16 2 - - 18 
3. Tamalanrea 23 2 1 - 26 
4. Kapasa   16 2 - - 18 
5. Parangloe   10 - - -   10 
6. Bira   5 - - -   5 
Jumlah 107 9 1 - 117 
Sumber : Kantor Kecamatan Tamalanrea 2013 
 
4.3.2. Fasilitas Kesehatan 
Kecamatan Tamalanrea dapat dikatakan telah peduli tentang 
kesehatan. Dapat dilihat melalui penyediaan fasilitas yang disediakan oleh 
pemerintah telah terdapat rumah sakit ,puskesmas, puskesmas pembantu 
dan rumah bersalin dan posyandu. Agar mendapat gambaran yang lebih 
jelas, dapat dilihat dalam tabel nomor Delapan . 
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Tabel 8 : Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut jenisnya di Kecamatan 
Tamalanrea Tahun 2011 
No Kelurahan 
Rumah sakit 
umum / khusus 
Puskesmas Pustu 
Rumah 
bersalin 
Posyandu 
1 
Tamalanrea 
indah 
1 1 - 1 7 
2 
Tamalanrea 
jaya 
- - 1 1 9 
3 Tamalanrea - 1 - 4 16 
4 Kapasa - 1 - - 10 
5 Parangloe - - 1 - 7 
6 Bira  1   6 
 Jumlah 1 4 2 6 55 
Sumber : BPS Kota Makassar 
 
4.3.3 Fasilitas Olah Raga  
Fasilitas olah raga juga terdapat di kecamatan ini, adapun prasarana 
tersebut adalah: 
 Lapangan Sepak Bola 5 Unit 
  Lapangan Bulu Tangkis 32 Unit 
  Lapangan Volly 27 Unit 
 Tennis Meja 29 Unit 
 Sepak Takraw 7 Unit 
 Lapangan Tennis 8 Unit 
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4.3.4. Fasilitas Pendidikan 
Dari segi sarana pendidikan pada Kecamatan Tamalanrea, sekolah 
dari tingkat TK sampai SLTA, meskipun belum terdapat perguruan tinggi. 
Adapun prasarana pendidikan sebagai berikut:  
 Perguruan Tinggi 14 unit  
 SLTA/ Sederajat 10 unit  
 SLTP/ Sederajat 6 unit  
 SD/ Sederajat 28 unit  
 TK 33 unit  
 TPA 46 unit  
4.4. Organisasi-Organisasi Kecamatan 
 
Kebutuhan akan organisasi pada dasarnya adalah kebutuhan 
terhadap adanya intreraksi sosial yang menyatu dalam kelompok. Selain 
masyarakat itu sendiri sebagai sebuah organisasi yang terbesar, ada juga 
organisasi lain yang terdapat dalam suatu masyarakat yang lahir dari 
adanya kebutuhan yang beranekaragam. Organisasi masyarakat yang 
terbentuk dalam lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Tamalanrea 
adalah sebagai berikut : 
1. Organisasi Perempuan dengan jumlah 11 organisasi 
2. Organisasi Pemuda dengan Jumlah 16 Organisasi 
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3. Organisasi Karang Taruna dengan Jumlah 4 Organisasi 
4. Organisasi Profesi dengan jumlah 27 organisasi 
5. Organisasi Majelis Taklim dengan jumlah 51 kelompok 
6. LPM dengan Jumlah 6 Lembaga 
7. Keg.Gotong Royong dengan Jumlah 26 Kelompok 
Organisasi yang terbentuk dalam kelembagaan politik yaitu Partai-
Partai Politik yang memiliki pengurus cabang di Kecamatan Tamalanrea  
maupun pengurus ranting di Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan 
Tamalanrea sebagai berikut: Partai Golongan Karya (GOLKAR), partai 
demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P), partai hati nurani rakyat 
(HANURA), partai damai sejahtera (PDS), partai kesejahteraan sosial 
(PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bintang Reformasi 
(PBR), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
Organisasi yang terbentuk dalam kelembagaan ekonomi yaitu 
lembaga yang meningkatkan perekonomian di Kecamatan Tamalanrea 
adalah sebagai berikut: 
1. Koperasi dengan jumlah 7 unit 
2. Pasar dengan jumlah 1 unit 
3. Industry makanan dengan jumlah 7 unit 
4. Industri Kerajinan dengan jumlah 14 unit 
5. Industri Pakaian sebanyak 7 unit 
6. Industri Meubel sebanyak 16 unit 
7. Industri Perdagangan sebanyak 102 unit 
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8. Warung makan sebanyak 112 unit 
9. Warung kelontong sebanyak 400 unit 
10. Bengkeldengan jumlah 45 unit 
11. Toko swalayan sebanyak 32 unit 
12. Percetakan sebanyak 14 unit 
 
4.5. Struktur Pemerintahan Kecamatan   
Sesuai dengan Perda No 3 tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kecamatan Serta PP. No 41 tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Daerah,maka struktur pemerintahan Kecamatan Tamalanrea adalah 
sebagai berikut:  
 Camat : Muhammad Yarman ,AP 
 Sekretaris camat : Aswin Kartapati, S.STP,M.Si  
 Sub. Umum dan Kepegawaian : Dra.Hj.Haerti  
 Sub. Keuangan dan Perlengkapan : Darmawan 
 Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Umum : Drs.Kamasidin Arib 
 Kasi Pemberdayaan Masyarakat : Salmazba 
 Kasi Perekonomian dan Pembangunan : Dra.Fanisa Husain , M.si 
 Kasi Kesejahteraan Sosial : Dra.Hj.Andi Megawati 
 Kasi Pengelolaan Kebersihan : Muhammad darwis Syar , S.STP 
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Tabel 9 : Nama-Nama Lurah Berdasarkan Tiap Kelurahan Kecamatan 
Tamalanrea 
 
No Nama Kelurahan Nama Lurah 
1 Tamalanrea Drs.Amiruddin 
2 Tamalanrea Jaya M.Iskandar Lewa , S.STP 
3 Tamalanrea Indah Muh.Sardini, S.Sos 
4 Kapasa Andi Husni , S.STP, M.si 
5 Bira Sapran .AP 
6 Parangloe H.Muhammad Amir , S.Sos 
  Sumber: kantor kecamatan tamalanrea 2013 
Kecamatan Tamalanrea mempunyai 6 Kelurahan, setiap 
Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Lurah yang bertanggung jawab 
langsung kepada Camat. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada bab ini akan dianalisis data yang diperoleh melalui 
Wawancara Langsung kepada Beberapa Informan di Kecamatan 
Tamalanrea , Terdiri dari masyarakat biasa hingga tokoh masyarakat. 
Data yang akan disajikan dan dianalisis adalah gambaran golongan putih 
yang ada di kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi 
masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak ikut memilih 
pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Sulawesi 
Selatan 2013 baru-baru ini. 
5.1. Gambaran umum keberadaan golput di Kota Makassar 
Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi 
Sulawesi selatan 2013 angka golput mencapai 40 persen dari keseluruhan 
daftar pemilih tetap atau dengan kata lain pasangan atau kandidat yang 
menang dikalahkan oleh Golput. 
Golput, adalah akronim dari golongan putih. Istilah ini ditujukan 
kepada mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan 
tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan 
demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan 
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Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau 
terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu 
pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar 
memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas . 
Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tamalanrea yang menjadi 
sampel penelitian karena mempunyai tingkat golput tertinggi diantara 
kecamatan-kecamatan lain pada pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah provinsi Sulawesi Selatan  2013, lebih banyak memiliki 
masyarakat yang sudah berada di kategori golput pragmatis, karena 
mereka apatis akan pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi 
yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap 
hasil pemilu. 
Hal ini dikemukakan pada hasil wawancara  salah satu pemilih di 
kecamatan tamalanrea sebagai berikut 
“Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ,saya pribadi 
mengatakan golput pada saat itu dikarenakan saya tidak terlalu 
percaya terhadap figur  ketiga pasangan calon pada pilgub, selain 
itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak terlalu 
berpengaruh juga terhadap hasil pilgub maka dari itu saya lebih 
memilih golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih 
penting”  34 
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Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya 
masyarakat memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya 
terhadap calon  yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan 
bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu 
atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang dimiliki masyarakat 
mengalami penurunan, atas alasan itu mereka lebih mementingkan 
pekerjaan pribadi dari pada dating ke tempat pemungutan suara untuk 
memberikan hak suara. Pernyataan diatas menjelaskan tentang pemilih 
golput dalam kategori pragmatis, sejalan apa yang diungkapakan Indra 
J.Pilliang35 bahwa golput pragmatis yaitu golput yang berdasarkan 
kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu,ikut atau tidak ikut 
memilih ,tidak akan berdampak atas diri si pemilih.Sikap mereka 
setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada H,antara 
percaya dan tidak percaya . hal ini didukung pula oleh masyarakat yang 
tinggal di kecamatan tamalanrea terdapat banyak masyarakat yang 
berprofesi sebagai wiraswasta, yang lebih mementingkan pekerjaan 
mereka ketimbang hadir di tempat pemungutan suara saat hari 
pemungutan suara berlangsung.   
Sifat dari golput pragmatis yang tidak permanen yang 
memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi atau tidak pada setiap pemilu 
yang diadakan. Berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih 
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yang pada pilkada lalu turut berpartisipasi dalam hal memilih namun pada 
pilkada sulsel 2013 dia lebih memilih golput.  
“pada pilgub lalu saya memang memilih,dikarenakan oleh 
ekspektasi saya terhadap kandidat yaitu Syl sangat tinggi tapi melihat 
kinerjanya selama masa periode jabatannya ,saya tidak melihat 
perubahan yang signifikan kearah pembangunan yang lebih baik. Namun 
pada pilgub 2013 saya lebih memilih tidak menggunakan hak suara 
karena ketidakpercayaan lagi terhadap figur kandidat ,kemudian menurut 
saya memilih ataupun tidak, tidak akan memberikan pengaruh yang 
berarti”36 
Pada pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan tahun 2013  
kategori golput politis juga ditemukan di kecamatan Tamalanrea 
sebagaimana yang dimaksud golput politis merupakan golput yang 
dilakukan akibat pilihan-pilihan politik.kelompok ini masih percaya kepada 
Negara,juga percaya kepada pemilu,tetapi memilih golput akibat 
preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian 
merugikan mereka .sehingga dapat dikatakan golput politis terjadi ketika 
pemilih merasa tidak menemukan yang bisa mewakili kepentingan dari 
sekian kandidat,namun golput politis tidak permanen.  
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Fenomena ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : 
“saya tidak memilih dari ketiga kandidat pilgub sulsel tahun 
2013 hal disebabkan saya tidak dapat melihat sosok figur yang 
mampu memimpin sulsel dengan baik sehinggga mampu mewakili 
aspirasi saya ,seperti pasangan Sayang menurut saya melihat 
kembali kinerja kemarin yang kurang perhatian kepada 
masyarakat yang bukan basis pendukungnya pada pilgub lalu, 
kemudian pasangan IA yang kental dengan ideologis islam, 
sementara Garudana yang masih baru dan belum terbukti 
kinerjanya dalam skala provinsi “37 
Fenomena seperti ini seringkali ditemukan pada setiap pemilihan 
umum namun hal ini tidak permanen karena sifatnya yang sering berubah 
tergantung freferensi politik pemilih.seperti yang diungkapkan Eep 
Saefullah bahwa golput politis adalah untuk masyarakat yang tak punya 
pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada 
akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada 
satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau 
mencoblos38. Bagaimanapun,golput politis tak permanen .mereka berhenti 
menjadi golput manakala pilihan tersedia atau demokratisasi mencapai 
kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya bertumpu pada lembaga formal. 
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Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu 
masyarakat yang memilih golput pada pilkada sulsel tahun 2013 di 
kecamatan tamalanrea. 
“saya tidak memilih karena saya sudah pesimis dengan hasil 
pemilu,selama ini yang saya lihat, pemilu seakan sia-sia tidak ada 
hasil yang signifikan, apalgi saya juga pesimis dengan 
kandidatnya,saya kurang yakin mereka jika terpilih dapat membawa 
perubahan sesuai janjinya waktu kampanye”39 
Tipe golput politis sangat berhubungan dengan orientasi kandidat 
dan isu yang melihat bagaimana kepentingan masyarakat yang merasa 
terwakili oleh kandidat  yang dipilihnya namun pada pilkada sulsel tahun 
2013 di kota Makassar hal ini tidak terlihat ooleh sebagian masyarakat 
yang cendrung golput karena merasa kandidat yang maju bukan 
repsentatif mereka ,dan dampak terburuknya masyarakat semakin apatis 
akan ajang pesta demokrasi. Seperti menurut  Mufti Mubarak,”bagi 
masyarakat,sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas 
parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan 
disisi kandidat,golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika 
berada di lembaga pemerintah”40 
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 Masyarakat kota Makassar baru saja menggelar pesta demokrasi 
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur 22 Januari 2013 baru-baru ini . 
Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota 
Makassar, tingkat partisipasi pemilih di kota Makassar yaitu sebesar 
60.54% atau 633.725 orang yang menggunakan suaranya dari 1.046.731 
daftar pemilih tetap artinya ada sebesar 39.46% golput atau 413.006 
orang yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan gubernur dan 
wakil gubernur 2013 .Namun dari hasil rekapitulasi itu, persentase 
partisipasi pemilih menunjukkan angka 60 persen. Dari 1.046.731 jiwa 
yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 633.725 orang 
atau 60.54 persen yang menggunakan hak pilihnya. Sisanya sebanyak 
431.006 orang atau 39.46 persen memilih tidak menggunakan hak 
suaranya. Dengan kata lain pemenang Pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah provinsi Sulawesi Selatan adalah golongan putih ( Golput ). 
Persentase ini ternyata tidak jauh beda dengan partisipasi pemilih 
dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2007 silam , dari jumlah DPT yang sebesar 
927.533 Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka yang menggunakan hak 
pilihnya sebesar 503.067 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 
sebesar 424.466 orang atau sebesar 45,76%.  
Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar khususnya 
pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi selatan 
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2013 sangat memprihatinkan. Pemilihan kepala daerah yang notabene 
menentukan nasib daerah, masih dipandang kurang menarik perhatian 
masyarakat. Sebahagian masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaan 
lain yang lebih menguntungkan atau menikmati masa libur lokal yang 
diberlakukan untuk pelaksanaan pilkada ketimbang untuk datang ke 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya. 
Angka golput jauh cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan 
dibandingkan daerah pedesaan. Padahal masyarakat perkotaan memiliki 
akses politik yang lebih besar dari pada pedesaan. Fenomena ini 
dikarenakan masyarakat perkotaan lebih realistis dari pada masyarakat 
pedesaan. Masyarakat perkotaan memandang pesta demokrasi ini hanya 
sekedar pertarungan antara beberapa kepentingan. 
Pemilih golput beranggapan bahwa pertarungan ini bukanlah 
kepentingan untuk memajukan daerah, tetapi kepentingan oleh golongan 
tertentu. Jadi, siapapun yang menjadi pemenang proses demokrasi ini, 
bukanlah menjadi kemenangan rakyat seutuhnya. Melainkan kemenangan 
golongan tertentu. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat perkotaan 
yang sangat padat. Menjadi Alasan mengapa masyarakat bersikap apatis 
atau tidak peduli terhadap momentum ini. 
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5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Yang Sudah 
Terdaftar Sebagai Pemilih Tetapi Tidak Ikut Dalam Pemilihan 
5.3.1  Faktor Sosial Ekonomi 
Faktor-faktor social ekonomi meliputi keadaan sosial dan keadaan 
ekonomi. Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang 
berpendidikan dan bepenghasilan tinggi . Hasil temuan Verba dan Nie 
menyimpulkan “ the best known about turnout is that citizens of hinger 
social and economic status participate more in politics..” ( yang utama 
tentang kehadiran bahwa warga negara yang status social dan ekonomi 
lebih berpartisipasi politik... )41 
 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk 
meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun 
informal. Dari data yang didapat dapat dilihat bahwa secara umum 
Informan yang diambil adalah masyarakat di Kecamatan Tamalanrea yang 
sudah berpendidikan cukup tinggi. 
Berdasarkan dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa faktor 
pendidikan juga mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Tamalanrea 
untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Sebab, masyarakat di 
Kecamatan Tamalanrea yang tingkat pendidikannya cukup tinggi tidak ikut 
memilih (golput) dalam pemilihan bukan karena ketidakpedulian mereka 
terhadap pemilu atau terhadap masalah politik tetapi , tingkat pendidikan 
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yang cukup tinggi membuat mereka semakin kritis dan rasional terhadap 
masalah politik serta mempunyai penolakan yang cukup tinggi terhadap 
calon atau kandidat yang menurut mereka tidak mempunyai kapasitas dan 
kapabilitas yang baik untuk memimpin daerah kelak , hal ini baru diketahui 
peneliti setelah menganalisis hasil wawancara terhadap beberapa 
informan di lapangan . sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan 
seseorang semakin kecil pula tingkat kepeduliannya terhadap masalah 
politik. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan di lapangan 
ditemukan  golput disebabkan oleh faktor social yaitu tingkat pendidikan 
pemilih, salah satu dari sekian informan yang berlatar belakang 
pendidikan tinggi  yang golput pada pilgub sulsel tahun 2013 hasil 
wawancara sebagai berikut : 
“ jujur saya katakan pada pilgub yang lalu saya lebih memiilih 
golput  hal ini dikarenakan setelah saya analisa dari sekian pemilu di 
Sulawesi selatan hanya menimbulkan rasa kecewa pada diri pribadi 
saya dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu 
mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan, secara 
sosiologis menyerang keyakinan pada diri pemilih dan hal itu terus 
berulang sehingga menciptakan stigma negative terhadap actor – 
actor yang main di panggung politik”  42 
 
Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan 
yang tinggi juga menyebabkan seseorang golput namun dikecamatan 
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tamalanrea hal tersebut hanya ditemukan pada beberapa informan dan 
yang mayoritas golput disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah , 
kondisi masyarakat di kecamatan tamalanre juga masih terdapat 
pemukiman- pemukiman yang masyarakatnya  berstatus ekonomi rendah 
sehingga banyak ditemukan golput yang terjadi pada masyarakat yang 
kurang berpendidikan contohnya seperti hasil wawancara dibawah ini. 
“ sejujurnya, alasan saya tidak memilih yaitu saya merasa kalau 
efek dari suara yang saya berikan andaikata saya memilih pergi tidak 
bakalan berpengaruh besar terhadap setiap hasil keputusan yang 
akan terjadi. Jadi daripada saya capek-capek pergi antri untuk 
mencoblos di TPS mending saya pergi narik bentor, saya pikir dengan 
itu lebih  memungkinkan untuk saya dapat penghasilan dibanding 
capek-capek pergi mencoblos baru tidak ada di dapat apa – apa 
lagian selama ini jarang saya lihat gubernur turun langsung.”43 
Faktor social ekonomi merupakan faktor krusial sehingga 
masyarakat mayoritas golput , tingkat pendidikan dan ekonomi  rendah 
masyarakat terkadang menimbulkan dilematis bagi diri pemilih namun 
sekali lagi urusan financial mampu mengaburkan keinginan masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi pada pilgub sulsel tahun 2013 di kecamatan 
tamalanrea karena asumsi yang terbangun pada diri masyarakat adalah 
lebih mementingkan apa yang nampak dan menghasilkan sesuatu yang 
pasti dan menguntungkan daripada menggantungkan harapan yang tidak 
pasti.  
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  Fenomena tersebut senada dengan yang dikemukakan 
sebelumnya oleh Raymond .E.wolfinger dan steven J.Rossenstone44 
bahwa tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar 
untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut,disamping 
memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi , baik pada 
saat pendaftaran maupun pemilihan , disekolah dan perkuliahan , kita 
belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi 
hidup kita , dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk 
berpartisipasi dalam proses politik,dan suatu peroleh dari rasa 
keberhasilan , dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini 
mempengaruhi kita untuk memberikan suara . yang kurang berpendidikan 
dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena 
kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses 
politik,ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka,dan 
kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek 
birokratik dari memilih dan mendaftar .sementara itu pekerjaan pekerjaan 
tertentu lebih menghargai lebih menghargai partisipasi warga .para 
pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sector-sektor yang 
berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi 
tingkat kehadiran dalam pemilu disbanding para pemilih yang bekerja 
pada lembaga-lembaga atau sector-sektor yang tidak mempunyai kaitan 
langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah . Masyarakat sudah 
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lelah dengan janji-janji kampanye yang tidak pernah ditepati. Pemilu kini 
mulai dipertanyakan oleh masyarakat, tidak ada keuntungan signifikan 
yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam pemilihan. 
Dengan persepsi inilah yang menjadikan masyarakat lebih mementingkan 
urusan lain seperti yang lebih menguntungkan daripada menghadiri acara 
pemilihan. 
Dari data yang didapat diketahui bahwa seluruh informan tidak 
menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah provinsi Sulawesi Selatan  2013. Hal ini menunjukkan bahwa 
masyarakat di Kecamatan Tamalanrea kurang berpartisipasi dalam 
Pilkada tahun 2013 yang lalu . Mayoritas informan beralasan tidak 
menggunakan hak pilih pada pilgub karena  asumsi yang terbangun pada 
diri masyarakat yaitu lebih mementingkan kepentingan ekonomi serta 
mereka menganggap bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan 
yang signifikan asumsi tersebut terbangun karena didukung oleh faktor 
tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah , hal ini senada dengan 
pendapat Informan yakni ketua PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ) 
Tamalanrea bahwa :   
“ Saat ini masyarakat cenderung tidak menggunakan hak 
suaranya disebabkan karena kecamatan tamalanrea masih 
terdapat banyak masyarakat tingkat pendidikan dan ekonomi 
rendah sehinga lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan 
mayoritas sudah pesimis akan hasil pemilu siapapun yang akan 
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terpilih nanti ,maka tidak akan membawa perubahan apapun yang 
signifikan “ 45 
 
5.3.2. Faktor Psikologis  
 
Kedekatan masyarakat dengan salah satu calon gubernur atau 
wakil gubernur dapat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat ikut 
memilih maupun tidak ikut memilih, pada temuan hasil wawancara di 
lapangan mayoritas masyarakat yang menjadi informan tidak mempunyai 
hubungan dengan semua calon Gubernur maupun Wakil Gubernur. Hal ini 
berarti bahwa kedekatan masyarakat dengan salah calon Gubernur atau 
Wakil Gubernur benar-benar mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau 
tidak ikut dalam pemilihan .  
Kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh para kandidat untuk 
meyakinkan para calon pemilih untuk mendapatkan dukungan sebesar-
besarnya dengan menawarkan program-programnya. Melalui kampanye, 
para kandidat menawarkan program-programnya dengan harapan calon 
pemilih merasa yakin dan memberikan mandatnya. Bagi publik atau calon 
pemilih, kampanye merupakan sarana untuk melihat, mengamati, 
menentukan calon mana yang akan dipilihnya. Demikian juga kampanye 
bukan hanya sekedar kebutuhan para calon Gubernur dan Wakil 
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Gubernur tetapi juga kebutuhan pemilih untuk menentukan pilihannya 
bahkan menentukan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.  
Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kampanye tidak begitu 
besar, hasil temuan di lapangan bervariasi sebagian menunjukkan 
sebagian informan yang pernah mengikuti dan terlibat dalam 
kampanye.dan sebagian dari informan tidak pernah mengikuti ataupun 
terlibat dalam kampanye . 
  Hal ini berarti keikutsertaan seseorang dalam berkampanye tidak 
menjadi penentu bahwa orang tersebut akan ikut dalam pemilihan, 
kebanyakan masyarakat yang ikut dan terlibat kampanye hanya sebagai 
massa yang menikmati suguhan hiburan yang disediakan/ diberikan 
parpol atau calon yang sedang berkampanye. 
Setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah akan selalu 
berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mengambil simpati 
dari masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut akan memilihnya 
pada saat pemilihan berlangsung. Setiap calon akan berusaha 
mendekatkan dirinya kepada masyarakat melalui kampanye-kampanye 
secara langsung ke lapangan, kampanye melalui media massa, televisi, 
radio maupun melalui spanduk-spanduk.  
Mereka juga tidak jarang memberikan sumbangan-sumbangan 
pada korban bencana yang ada di daerahnya pada saat pemilihan sudah 
dekat, hal ini dilakukan untuk menarik simpati dari masyarakat dengan 
harapan masyarakat akan memilihnya pada saat pemilihan sudah tiba.  
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Pada hasil temuan di lapangan menunjukkan mayoritas informan 
masyarakat menilai para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sudah melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat namun 
masyarakat atau informan sudah paham bahwa itu adalah salah satu 
strategi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan 
mendapat hati masyarakat melalui pendekatan tersebut .bagi sebagian 
masyarakat pasti akan kagum dengan cara mamilih calon tersebut tapi 
bagi sebagian lagi hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap 
pilihannya kelak .Seperti yang dikatakan salah satu informan Masyarakat: 
“ Disaat kampanye mereka memang berusaha melakukan 
pendekatan dengan masyarakat tentunya dengan maksud agar 
dipilih dalam pemilu , namun setelah terpilih kebanyakan mereka 
sudah tidak melakukan hal tersebut lagi ”46 
Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kedekatan calon gubernur dan 
wakil gubernur cukup mempengaruhi masyarakat untuk menentukan tidak 
ikutnya dalam pemilihan. 
Pada pilgub sulsel tahun 2013 di kecamatan tamalanrea 
masyrakat juga cenderung memilih golput dengan alasan faktor psikologis 
dimana kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat hal ini 
disebabkan lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat .bentuk 
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sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh ke lapisan 
bawah dan cenderung hanya berfokus di suatu tempat kemudian sikap 
apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye menyebabkan 
prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia – sia. 
Kemudian jika dilihat dari kepribadian masyarakat golput yang tidak 
toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, 
kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. 
Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh 
cenderung untuk tidak memilih.  Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu 
tokoh agama di kec.tamalanrea  
“ tegas saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal 
yang menjadikan saya golput namun kedirian saya pribadi menolak 
dan tak ingin ikut campur dalam aktivitas politik yang selama ini 
syarat akan kepentingan satu golongan selain itu saya tidak 
mengenal secara dekat semua kandidat pilgub hal dikarenakan 
jarang skali ada kegiatan turun langsung bersosialisasi yang 
dilakukan kandidat terkhusus di tamalanrea, jadi dapat saya 
simpulkan alasan saya golput memang saya menghindari aktivitas 
politik yang merupakan kegiatan musiman dan tidak terlalu penting 
buat saya”47 
 
Faktor psikologis yang menyebabkan golput pada sebagian 
masyarakat di kecamatan tamalanrea sejalan dengan yang telah 
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dikemukakan sebelumnya oleh Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker,48 
melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh orientasi kepribadian 
pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, 
anomali, dan alienasi. 
Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan 
penjelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang 
secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-
persoalan politik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau 
rangsangan politik atau adanya perasaan bahwa aktivitas politik tidak 
menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi 
menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa 
aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa 
mungkin tidak mampu mempengaruhi peristiwa dan kebijaksanaan 
politik.bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih, tidak 
mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering 
kali berasa diluar control pemilih. 
Sebab, para pemilih biasanya menggunakan logika-logikanya 
sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak 
hal mereka berada jauh diluar jangkauan pemilih. Perasaan inilah yang 
disebut dengan anomi. Sedangkan alienasi berada diluar apatis dan 
anomi. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. 
Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. 
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Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh-pengaruh terhadap 
kehidupan seseorang.  
  
5.3.3. Faktor Rasional  
Berdasarkan temuan dilapangan hasil wawancara dengan informan 
, dapat dilihat bahwa beberapa informan mengatakan bahwa visi dan misi 
yang diberikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk tidak ikut memilih pada 
saat pemilihan berlangsung. Sedangkan beberapa informan menyatakan 
bahwa visi dan misi yang diberikan setiap calon tidak mempengaruhi 
dalam hal tidak ikut memilih.  
“ Justru visi dan misi sudah sangat bagus untuk mendorong 
masyarakat memilih , namun kekecewaan dan pengalaman akan 
janji-janji yang tidak terwujud menjadikan saya enggan memilih ”49 
Faktor rasional ini melihat visi dan misi yang diberikan partai politik 
harus jelas dan program yang dikemukakan harus menarik simpati para 
pemilih agar pemilih mau memilih mereka. Namun apabila para cagub 
ataupun cawagub tersebut gagal dalam mempromosikan visi dan misi 
maupun program-programnya kepada pemilih , maka pilihan untuk tidak 
memilih (golput) rasional bagi pemilih.  
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Pada masyarakat di Kecamatan Tamalanrea  mereka masih 
menggunakan pilihan rasional dalam Pilkada 2013 yang lalu. Masyarakat 
melihat visi dan misi yang diberikan partai politik kepada mereka sangat 
mempengaruhi mereka untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Apabila 
visi dan misi yang diberikan cagub dan cawagub tersebut dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka mereka akan ikut memilih 
dalam pemilihan. Sebaliknya apabila masyarakat merasa bahwa visi dan 
misi yang diberikan cagub ataupun partai politik tersebut gagal atau tidak 
sesuai dengan keinginan masyarakat, maka masyarakat tidak ikut memilih 
(golput) dalam pemilihan.  
Faktor pilihan rasional telah diungkapkan sebelumnya oleh Olson ( 
1971 ) dan Down ( 1957 ) , “ tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk 
berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka . 
Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika 
mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi adalah : „ Apa yang akan 
saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya 
peroleh jika saya tidak melakukannya? „ dalam suatu masyarakat yang 
jumlahnya jutaan , jawabannya hampir selalu berupa : “ tidak ada.”ini 
adalah scenario “ free rider “ ( pengguna layanan public yang tidak mau 
memenuhi kewajibannya ) ketika non partisipasi merupakan opsi yang 
paling rasional . Hal ini menjadikan olson sampai pada kesimpulan bahwa 
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„ individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan 
bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan kelompok50 . 
Data hasil temuan dilapangan diketahui beberapa informan 
mengatakan bahwa tidak mempercayai dan tidak perduli untuk mengikuti 
pemilu. Sedangkan beberapa juga mengatakan bahwa mereka 
mempercayai dan merasa sangat perlu untuk mengikuti pemilu . alasan 
mereka beraneka ragam , seperti salah satu informan : 
“Pemilu memang perlu dan penting untuk pemilihan pemimpin 
namun saat ini berdasarkan fakta,calon yang telah terpilih tidak 
menepati janji-janjinya setelah mereka terpilih ”51 
Faktor rasional tersebut juga mempengaruhi perilaku pemilih 
masyarakat di Kecamatan Tamalanrea untuk tidak ikut memilih dalam 
pemilihan (golput). Karena masyarakat merasa masih tidak puas dengan 
hasil pemilu dan belum memperjuangkan kepentingan masyarakat 
tersebut, sehingga masyarakat merasa memilih atau tidak memilih tidak 
mempunyai pengaruh apa-apa, sebab keputusan-keputusan politik 
seringkali berada di luar kontrol para pemilih. Jadi, masyarakat merasa 
tidak perlu bahkan ada yang tidak perduli untuk mengikuti pemilu.  
Tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Tamalanrea terhadap 
pelaksanaan Pemilu cukup minim, karena masyarakat tidak percaya lagi 
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dengan janji-janji calon gubernur maupun wakil gubernur yang hanya 
memberikan janji-janji palsu selama masa kampanye untuk 
mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya pada saat pemilihan. 
Padahal setelah pemilihan berlangsung dan kekuasaan sudah dimiliki, 
kebijakan yang dihasilkan jauh dari kata memuaskan. 
 Perilaku masyarakat ini tidak terlepas dari pola pikir generalisasi masalah, 
ketika masyarakat melihat perilaku sebagian besar elit politik dan elit 
partai mendahulukan kepentingan pribadi dan golongannya maka 
masyarakat menganggapnya sebagai perilaku keseluruhan.  
Dari data yang  didapat diketahui bahwa sebagian informan tidak 
ikut memilih karena alasan masyarakat tidak percaya dengan partai politik 
atau calon / kandidat. Sedangkan sebagian lagi tidak ikut memilih karena 
mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka dari pada datang 
ke tempat pemilihan untuk memilih, mereka tidak percaya lagi dengan 
calon atau kandidat. berikut hasil wawancara dengan salah satu 
mesyarakat  yang golput pada pilgub sulsel tahun 2013 di kec.tamalanrea 
kota Makassar 
“ saya tidak melihat sosok atau figur  dari kandidat yang 
mampu memimpin sulsel dengan baik ,orientasi akan kekuasaan 
sangat terlihat pada peta kekuatan politik mereka , dimana 
penetrasi yang dilakukan ilham setelah kalah dari Syl pada 
muspida golkar dan maju dengan partai demokrat hal ini sangat 
menggambarkan bahwa partai pengusung bukan lagi  merupakan 
media perjuangan rakyat namun menjadi kendaraan politik 
kandidat yang cendrung akan permainan kepentingan elit – elit 
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politik lokal kemudian gerindra muncul sebagai alat memprediksi 
elektabilitasnya pada pemilu 2014 sehingga dengan demikian 
saya memilih golput”52 
 Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea sudah lelah dengan janji-
janji kampanye yang diberikan oleh calon ataupun partai politik yang 
mengusungnya, tetapi janji-janji yang diberikan mereka tidak pernah 
ditepati. Para calon maupun partai politik yang mengusungnya cenderung 
mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya daripada 
kepentingan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat 
Kecamatan tamalanrea tidak percaya dengan partai politik atau 
calon/kandidat, sehingga masyarakat lebih mementingkan urusan 
pekerjaan mereka daripada menghadiri acara pemilu . 
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BAB  VI 
     PENUTUP 
 
6.1 kesimpulan 
Pada bab ini penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dari 
hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tamalanrea, mengenai 
fenomena golongan putih di kota Makassar pada pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Kesimpulan disini merupakan hasil data 
sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu juga 
penulis juga akan memberikan saran-saran yang berhubungan dengan 
perilaku pemilih 
Berdasarkan dari uraian bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar 
khususnya pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
Sulawesi selatan 2013 sangat memprihatinkan. Di lokasi penelitian di 
kecamatan Tamalanrea ditemukan dua kategori golput berdasarkan 
alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya , yang 
pertama yaitu kategori masyarakat golput pragmatis , karena mereka 
apatis akan system pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi 
yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap 
hasil pemilu, Sedangkan ke dua yaitu sebagian masyarakat golput politis, 
masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau 
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pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan 
perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai 
dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos . 
Menariknya lagi, angka golput jauh cenderung lebih tinggi di daerah 
perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Padahal masyarakat 
perkotaan memiliki akses politik yang lebih besar dari pada pedesaan. 
Fenomena ini dikarenakan masyarakat perkotaan lebih realistis dari pada 
masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan memandang pesta 
demokrasi ini hanya sekedar pertarungan kusir antara beberapa 
kepentingan. 
Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya Golongan 
putih (Golput) pada masyarakat di Kota Makassar Pada Pilkada 2013 
sehingga menimbulkan suatu fenomena Golput yaitu meliputi :  
1. Faktor Sosial Ekonomi 
Melihat tingkat social ekonomi di kecamatan tamalanrea dapat 
dikatakan turut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di 
Kecamatan tersebut. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat 
penting untuk diperhatikan, sebab pendidikan sebagai suatu kegiatan 
yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menganalisa 
teori serta mampu untuk menentukan keputusan dalam persoalan-
persoalan untuk mencapai tujuan menjadi faktor yang penting bagi 
masyarakat sebagai pelaku partisipasi aktif dalam pemilihan.  
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Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang 
tinggi juga menyebabkan seseorang golput namun dikecamatan 
tamalanrea hal tersebut hanya ditemukan pada beberapa informan 
dan yang mayoritas golput adalah disebabkan oleh tingkat pendidikan 
yang rendah ,dan ekonomi yang rendah, kondisi masyarakat di 
kecamatan tamalanrea juga masih terdapat pemukiman- pemukiman 
yang masyarakatnya  berstatus ekonomi rendah sehingga banyak 
ditemukan golput yang terjadi pada masyarakat yang kurang 
berpendidikan .  
Faktor social ekonomi merupakan faktor krusial sehingga 
masyarakat mayoritas golput , tingkat pendidikan dan ekonomi  
rendah masyarakat terkadang menimbulkan dilematis bagi diri pemilih 
namun sekali lagi urusan financial mampu mengaburkan keinginan 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pilgub sulsel tahun 2013 di 
kecamatan tamalanrea karena asumsi yang terbangun pada diri 
masyarakat adalah lebih mementingkan apa yang nampak dan 
menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan daripada 
menggantungkan harapan yang tidak pasti.  
Dengan persepsi inilah yang menjadikan masyarakat lebih 
mementingkan urusan lain seperti bekerja, daripada menghadiri acara 
pemilihan. Karena dengan melakukan pekerjaan mereka otomatis 
akan memberikan keuntungan secara material kepada mereka, 
daripada menghadiri acara pemungutan suara. 
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2. Faktor Psikologis  
Pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Sulawesi 
selatan 2013 di kecamatan tamalanrea masyarakat juga cenderung 
memilih golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan 
yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat hal ini disebabkan 
lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat .bentuk 
sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh ke 
lapisan bawah dan cenderung hanya berfokus di suatu tempat 
kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye 
menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu 
yang sia – sia . 
3. Faktor Rasional 
Dari data yang  didapat diketahui bahwa sebagian informan tidak 
ikut memilih karena mereka menganggap pergi memilih tidak 
memberikan manfaat dan keuntungan apa-apa dan juga masyarakat 
tidak percaya dengan partai politik atau calon / kandidat. Sedangkan 
sebagian lagi tidak ikut memilih karena mereka lebih mementingkan 
urusan pekerjaan mereka dari pada datang ke tempat pemilihan untuk 
memilih, mereka tidak percaya lagi dengan calon atau kandidat. 
Masyarakat di Kecamatan Tamalanrea sudah lelah dengan janji-
janji kampanye yang diberikan oleh calon ataupun partai politik yang 
mengusungnya, tetapi janji-janji yang diberikan mereka tidak pernah 
ditepati. Para calon maupun partai politik yang mengusungnya 
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cenderung mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompoknya 
daripada kepentingan masyarakat. Hal inilah yang membuat 
masyarakat Kecamatan tamalanrea tidak percaya dengan partai politik 
atau calon/kandidat, sehingga masyarakat lebih mementingkan 
urusan pekerjaan mereka daripada menghadiri acara pemilu, hal ini 
sangat rasional apalagi dengan berbagai alasan ini yang di 
kemukakan masyarakat yang menyebabkan mereka tidak memilih. 
6.2 Saran 
Perilaku pemilih masyarakat dalam kegiatan pemilihan yang berupa 
memberikan sikap tidak ikut serta dalam pemilihan (golput) merupakan 
fenomena yang sedang sering terjadi dalam pemilu di beberapa daerah di 
Indonesia saat ini khususnya di Kecamatan Tamalanrea. Untuk 
menghindari fenomena ini agar tidak terjadi lagi ke masa depan, oleh 
karena itu dalam proses menyelesaikan penelitian ini ada beberapa saran 
yang akan menjadi harapan penulis ke masa depan, yaitu :  
1. Faktor social ekonomi, psikologis,dan faktor rasional memang 
menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan 
sikap pada saat pemilihan umum/ pilkada. Di dalam faktor social 
ekonomi, pendidikan sangat berperan karena melalui pendidikan 
masyarakat dapat menganalisa setiap pilihan yang akan ditetapkan 
untuk itu, masyarakat hendaknya diberikan pendidikan politik 
khususnya tentang wakil – wakil mereka yang akan duduk sebagai 
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pemimpin, sehingga mereka tidak salah pilih dan memahami untuk 
apa mereka memilih wakil mereka tersebut. 
2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 
dan partai Politik juga sangat minim saat ini, sehingga hal ini perlu 
diperhatikan oleh semua Wakil-Wakil Rakyat maupun Partai-Partai 
Politik. Hendaknya semua calon-calon yang sudah terpilih yang 
sudah memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku yang 
baik dan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat 
serta menepati janji-janjinya kepada masyarakat pada saat 
berkampanye. Jangan memberikan janji-janji hanya pada saat 
masa kampanye saja. Akan tetapi semua Wakil-Wakil Rakyat 
beserta Partai Politik yang mengusungnya harus benar-benar 
menjalankan semua program-program kerjanya dengan baik yang 
mereka berikan pada saat kampanye mereka berlangsung. Dengan 
demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 
akan meningkat dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat 
untuk aktif dan ikut dalam pemilihan . 
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